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PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG
Firia BURKITTINGGE
(Let, 02 140 140, Fak, Hukun Unand, jumlah halaman 67, 2007)

Abstrak

Penelitian it berjudul Penvelesaian Senoketa Pemiliban Kepala Daerah Langsung
Koota Bukatinge vang dilaksanakan dart Bulan Mei-Apustus 2006,

T et penehiian ne adalah sk mengetahul bentuk sengketa pilkada Kota
Bukitinggi, menpetahai faktar-faktor vang menimbulkan sengketa pitkada serta
engetahid Bemuk posyciesaian sengkets pilkada Kota Bukittingei tersebur.

Perelizian i mengzunakon metode pendekatan yuridis sosfodoeis vang bersifin
deskriptit densan mengumpulion data melals penelitian kepustakaan dan
penehitinn Lapargun, kemadion dilizukan pengelahan date dengan menganaliza

Jora secara kuwlitail

Pasca pmancemen UL Tahun 1945 1elah memberikan efek perubahan pada
sistemy ketinanegarmn ledonessae Klususnya pada Pasal 18 ayar 4 UUD 1945
sang eematuknn kepala davrah dipilih secara demokratis, Dalam UL Mo, 32
abun 2009 tentang Pemenntah Doerah memilik kepals doerak secam langsung
cleby rakval adalal representait makne demekmis vane dimaksudkan olch
romstisust disar Indonesio, Pilkadal int ditaksanakan oleh KPUD, pamun di
lapenean diteriekan berbapal permasalzban dalam lahap pelakssnaammya kingea
menimbulkun senphketn pitkada, Secora hokum bentuk  permasalahan dalam
regilasi piikieda nda 1ipe voaked pidana piliada, administrasi pilkada. dan sénpketa
pilkada. Khusus untuk sengketa pilkads hanva terkait dengan persoalan hasil
penghitungan suarz tahap akhir vang mempengarabi terpilthnyva pasangan calon
vaig diatur datan UL Ne. 32 Tabun 2004 Pasal 106 ayat 2, PP No. 6 Tahun 2005
!nsal %4 avat 2, dan Perma No, 02 Tohun 2005 Pasal 3 aval |, Keberntan temsebu
digjukun ke 'L sebagad bentuk pendelepasian wewenang dani MAL P hanya
berwenang  memnuskan sengkela yang  berkenaan  dengan hasii akhic
pengnilimgan suar vange dilzkukon aleh KPUD dengan mencontumban secim
rinel penghitungsn scara yang benar menurul pemohon dan im telsk terkml
dertean persistlan ek paikacda,




BALI

PEMDAHULUAN

L1 Latar Belakang Masalah

Perubahan Undang Undang Dasar Negara Bepublik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1 aval {2) vang menvatakan bohwa * kedalartan berads di temigan rakyar don
difeiksanakan berdasarkan menurnt Undung Undang Dosar”. Pasal tersebut dapat
dimaknal bahwa kedaulatan rakvar sepenuhnya berads di tangan rakyat. Salah satu
bentuk dari kedadlatan rakyar disini adalah melaksanskan pemilihan umum stau biasa
disingkat dengan kata Pemile.’

Hal ini pada hakekatnya merupakan bentuk pengakuan dan perwijudan darj
hax palitik rakvat, Benolak dari U0 No. 23 Tahun 2003 Pasal | ayat (1) menvatakan
babwa pemily adalah sarang peloksancan kedawdman rakvar delam Negara
Kasarwan Republik lndoresia yang berdasarkan Pancavita dan U0D 0457 Pemilu
sebagal saruna pelaksana demokrasi hukan berarti segala-segalanya menyvangkul
demakrasi, Menurut para ahli polik menyimpulkan balwa antara pemile dan
demokrasi terjadi korelest vang siknifikan artinva pemily setidaknya dapal digunakan
sebagal tolok ukor dalam menentukan kadar demokrasi sebuah sistem politik.*

Berkaitar dengan pemilu adalsh sebagai wlok ukur dari preses demokrasi,
Eep Saetullah Fatah berpermiaps babws :

Kadar demaokrasi sehual peserintaban dapat diskur antara lain dor ada

ndafg pemil yang mengabsahkan pemerintahon sehingga pemily memiliki
e mmasne vaiu sebagal formalitas politik dan sehasai alot demokrani”
Berdusarkan makna demokratis di atas perubahan Undang-Undang Dasar

Tehun 1542 vang dilakukan sebanvak empat kali telah memberikan perubahan pada

" Tiek Triwolan Tutik, femilihar Kepala Duerah Berdaarkan Linelang Undang Nowsor 32 Takie
2004 Dol Sistem Feanfa Moot U000 (9045 Jakara, Febroari 2004, hal |

Tikid hal a

Vikid hal 3



sistem ketatanegarsan [ndonesia. Salah salunya adalah perubahan pada tata cara
pemilihan presiden dan wakil presiden yang pertama kalinya dilaksanakan secara
langsung. Dengan perubahan mekanisme yvang telah dijalankan tersebut, jika kita [That
pada prases berikutnyva vakni pemilihan kepala daerah maks mengharuskan terjadinva
tata cara pemilihan yang sama yaitu pemilihan langsung terhadap kepala daerah
batk  di tingkat propinsi oantuk pemiliban pubcrour beserta wakil, maupun
kzbupaten’kota untuk pemiliban bupati’walikota beserta wakil,

Urntik menjalankan amanal Undang Undang Dasar Tabun 1945 tersebut, maka
dibentuklah peraturan yang mengatur tentang Pemerinlah Daerah vaknd UL No. 32
Tahun 2004 vang didzlamnya mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Dalam
undang-undang tersebut. pilkada diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 119 dengan
mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepalas daerah di daerah vanp bersifu
whusus dan stimewa sebagoimena dimaksudkan Pasal 18R ayat (1) UUD Tazhun
1945,

Undang-undang di atas juga mengatue tenlang pemilihan kepala daerah yang
dilaksanakan secara langsung, Jimana salab satn makna vang dapat kita tarik disini
adaluh menjalankan proses demokrasi secarn langsung. Pemilihan kepala daerah
secitra demokratis mengacu pada tugas dan wewenang DPRD vang didasarkan pada
UL Moo 22 Tabun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusvawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwszkilan Daoerah, Dewsn Perwakilan
Rakyal Daerah vang salah satunya menvatakan babwa DPRD tidak Jagi bertugas dan
berwenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala dasrab. Sekaligus
berdasarkan Pasal 24 avat (53 ULY Moo 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan secara

demokratis dalam undang-undang mt dilaksanakan langsung oleh rakyat,



Pada dasarnya UU No, 32 Tahun 2004 telah memberikan perubaban veang
mendasar dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, namun secara substansial
tetap berbeda dengan pemily legislatif dan pemilu presiden, Hal tersebut dapat dilihat
pada penyelanggara dan badan penyelesaian sengketa dari pemilihan kepala dacrab
ity sendiry,

Jika kita rujuk pada Undang Undsng Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat {4) vang
menyetakan babwa  “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepaly
pemerinian daerah proping, kabupgien dan kolg @inilih secara demeatkratis . dimana
makma kata demokratis yang selama ini dipahami adaleh proses vang berawal dari,
aleh, dan untuk rakyst vang berarti babwa sedah seharusnya pemilihan tersehut
dilakukan oleh zakyam.

Melalui perubahan-perubahan dasar inilah, baik dimulai dari peruhaban
Undang-Undang Dasar Tabun 1945 maka muncullah Undang-undang No. 22 Tahun
PR vang menpatur tentang ‘pemerintab daeraby’ dengan prinsip olonomi yang
xemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 vang mengatur bal
yang sama dengan penambahan “pelaksanaan pemiliban kepala dacrah langsung®
beserta perangkat-perangkat  peraturan pelaksana dari pemilihan kepala dacrah itu
sendir.

Berkaitan dengan hal di atas, akhiroya pemilihan kepala daerah langsung
dapat dilaksanakan untuk pertama kalinya di Indonesia secara serempak di beberapa
uerah pada tanppal 27 Juli 2005 lzlu dengan berbagai permasalahan yang timbul baik
sepelum maupun sesudsh pelaksanaan pemilihan kepals dacrah tersebut,

Dalam prosesnya begity banyak kenyataan empiris vang dapat kita cermati,
Aksi kekerasan dan konilik ikut mewarnai pesta demokrasi lokal ini, Berbagal bentuk

aksl vang dickspos di berbagai media massa merupakan bentuk protes terhadzp proses
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pelaksanman pilkada i 14 sisi Jwin, scbagian masyarakat di beberapa daerah
mengeluhkan bahwa haknva sebagal pemilih seperti vang telah tercantum di dalam
kanstitusi telah disbaikan sehingga mereka tidak dapat menvalurkan hak pilihnya,*

Indra J Milliang seorang Stal Penclint C5I5 Jakarta menyampakan dalam
schuah seminar yang diselengparakan oleh 'usat Advokasi dan Hak Asasi Manusia
(PAHAM) Sumbar pada tanggal 28 Juli 2005 dengan tema “Kiley Balik Pemilifion
Kepala Daeralh Secara Lonpsung |, mengemukakan babwa :

Konflik vang terjodi dalam pilkada yang telah berlangsung ditentukan oleh
kepentingan eli polinik vang Ndak puas dergan hasil pilkada,

Waar memang jika pilkada melahirkan berbagai bentuk permasalahan dimana
salah satu penyebabnva karena tidak semua pihak terkail yang pabam dan mengerts
temtang repulasi pilkada. Konsep pilkadz langsung merupakan antitesis terhadap
pilkada oleb DPRD vang sclama ini dilaksanakan, Sebuab hajatan pelitik, semestimya
proses pilkada sangal menarik untuk diperpusakan sebagai salah satu barometer sadar
pohnik masyara kat.*

Aspek lamn vang dapat kita libat sebagai penyebab timbulnya sengketa dalam
pilkadz langsung tersebut adalah permussalahan transparans] dan akuntabilitas, dimana
aspek ini akan saling berkaitan dengan semua aspek lainnva dalam rangkaian sistem
pilkada seperti regulasi, Jann kampanye, angearan dan lain sebagainya,

[ralea ] Pilliang kembali mengemukakan pendapatnya bahwa :

Penpelenggaraan pilkads benyvek mengandupg selemahan pang secara WL

terletak puda repulasi vang tidak begity Jelas mengatur tentang pilkada

teriicmia menvangind pada cruvan-aturan feknis. Ketika perubahan dilakukar

rerhadap  heberape regulast tevsebut, ternyata di lapangan  tidak pula
kel secara uas olel) publik,

* thsan, Amar Manzng, Meditras, Edisi L Tahen 11, Padang Okiober 2005, hal 3
! Teiel: hai 3



fomist Pemilithan Umum Daerah (KPUD) vang mendapat beban vang hegitu
beral dan sangat dituntut akan kepeofesionalismeannyz wntuk menyelanggarakan
pitkada, mengaku siap untuk meleksanakan pesta demokrast lokal ini. Namun temvata
tetap ada kelemahan dalam pelaksanaannya,

Hal tersebut dapat dilihat denpsn timbulove konflik alau sengketa pasca
pilkada. Banvek para pihak baik pemilih moupun peserta pilkada tidak mengeni
dengan regulast dan mekanisme pikada it sendiri vang seharusnya menjadi tanggung
jrwab KPL untuk mensosialisasikannya.

Persoalan tersebut harus segers diselesnikan secara tuntas dan komprehensil
karena dapat menjadi stipma politik kedepan vang berpengaruh untuk jangka panjang.
Feeadaan ind bisa membuat masyarakat tidak mengakui kerja KPUD atau babkan pada
hasil milkada, vange dikemudian han dapat mempengaruli kinerja kepala  dacrah
terpilth- akibat adanya kesalahan-kesalahan proses sebelumnya.

Terlepas dari semun hasil vang telah diperoleh, melihat perkembanpannya
wermvals ads scbagian masyarakat yang merasakan babwa ada masalah dalam
pervelengearaan pitkada. Proses demokrasi yang tidak mulus ini mengharuskan kita
untuk membayar biaya sosial dan biava politik vang besar, padabal scharusnya
penyvelenggarasan int dapat javh lebib baik dari pemilu karena ruang lingkup yang
tebih kecil dan didukung dengan pengalaman-pengalaman dalam penyelenggaraan
pemilu sebelumnyva

Abven, Direktur LBH padang & dalam Mediteras mengemukakan bahwa -

Dafam pilkada sekoarang dapat dikataton dgdak ada pemantan independen

vawrg ferlisal dalam prosesnya. Tidak adanva pemanton fndeperden ini dapat

miekcndakan rendabmpe koriroling dart masyarakar yarg disebakan sistem
pilfada e sendiet sehdngea pidlada tdak berjglan transparan. Bicaora

mengehal Resmamptan, pasii lemboga pemanian Yang pernak terlibat dalam
pemile dapet B uniuk memantan jelanmpa pJ'.’.f::.'rJ'rJ.ﬁ
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HAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Sengketa Pemilihan Kepala Dacrsh Langsung Kota Bukittinggi

Pemilihan kepala  daerah langsung  sebagai instrumen demokrasi untuk
muenjaring  kepemimpiman tingkat cerah meskipun tidak dilaksanaskan  secara
serempak  memerlukan unifikesi pelaksanakan mau regulasi sehingga mampu
mergamin pelaxsanaan pilkada secars luber dan jurdil. Demi efisiensi biava dan
kelengkapan sarana prasarana serts kelovakan kemampuan yang telah dibuktikan oleh
KPU dan KPLU Provinsi/Kabupaten/Keta untuk penvelengearaan pemilu legislatf dan
pilpres, maka penyelenggarzan pilkada dibebankan pada instansi vang sama vang
diberi wewenang khwsus oleh undang-undang dalam penyvelenggaraan pilkada, ™

secard tertulis DU 1945 udak merumuskan lembaga penyelenggara pilkada,
namun demikizn penyelenggara pilkada disebutkan dalam Pasal 1 ayat (21) UU No.
a2 Tahun 2004 Scehingga ini memberikan ketegasan babwa tidak perlu dibentuk dan
ditetapkan KPUD dan Keangpotaan ving baru,

Sebagat wujud pelaksanaan teges vang digariskan eleh UL No, 32 Tshun
2004 sendirt, maka sebuah pesta rakyar ditingkat daerah telah selesai dilaksanakan
sejumlah daerah di [ndonesin. Sebogaimana  kenyvatasnnya bahwa pilkada ind
merupakan pesta rakval daerah vang periama sepanjang sejarah Indonesia,

Sebagian pihak meoyebutkan bahwa pilkada ini adalah salsh satn bentuk
sistermn demokrasi vang mulai membaik, sementara disisi lain ada yang berpendapat
babwa masyvarakat dan pihak rerkait lainnva seperti peserta, tim kampanve maupun

EPUD sendiri belum siap untuk melaksanakan pesta demakrasi ini.

Ttk Triwulan Tutik, Pitkada Berdasarkan Undang-Undasg N 32 Tahun 2004 Dolam Sisiem

Mewila Meserrd UL V843 Jakana, Februar 2006, hal 71

47



BAR IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dary urman vang lelah dipaparkan . maka penulis dapat menank beberapa

kesimpulan;

1.

ad

Sesuzl dengan ketentuan Pasal 106 ayvat (27 UL Ne. 32 Tahun 2004, Pasal 94
ayat (23 PP Mo, & Tahun 2005 dan Pasal 1 avat (1) Perma No.2 Tahun 2005
menyalakan  babhwa  keberatan atau upava hukum dalam pilkada hanya
erkastan denga ketidak sepakatan tentang penetapan hasil penghitungan suara
tahap akhir dar KPUT), Dasim jelas membahas tentang jumlah perotehan suara
vang dibitung oleb EPU Kota Bukitingg, namun dalam gugatan termvata
pemohon tidak menjelaskan kesalahan dalam penghitungan suara tahap akhir
vang  dilaksanakan  oleh  KPU kota  Bukitinger.  Pemohon  lehik
mengedepankan persoalan tidak didistnibusikanmva kario pemilih schanvak
12971 vang ditank oleh KPUD dini hari tangeal 27 Juli 2005 sehinpes
banvak pemilih vang tdak dupat menggunakan hak svaranya dalam pesta
lokal ini. Jadi sengketa pilkada Kota Bukittinggi vang diajukan oleh pemohon
tidak sesum dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
Faktor wvang mempengamuhi timbulnva Sengketa Prlkada Kota Bukittingei
adalab ketrdak pabaman prhak-pithak vang tedkant temany mekanisme dan
regulast pilkads o sendici. T terbukti dengan tidak sesuainva antara objek
perkara dengan alasan-alasan vang memperkuat gugatan para pemohaon.
sengheta pilkada dinpukan kepada Mahkamah Agunge melalin Pengadilan

Pisggr untuk propns: dan melalun Pengadilan Negen unuk Kobupaten/kons
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